SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Dilingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor
42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu direvisi untuk
keempat kalinya,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11;

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 561);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Dati 1l Langkat dari Wilayah Kodya Dati II
Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati Il Langkat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati Il Langkat
dan Kabupaten Dati Il Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);
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Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat

Tahun 2016 Nomor 29);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat

Nomor 51);

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun

2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 42) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula
berjumlah Rp.1.937.536.354.159,00 bertambah sejumlah Rp.389.697.061.083,00
sehingga menjadi Rp.2.327.233.415.242,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 1.941.036.354.159,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 336.873.913.393,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.2.277.910.267.552,00

2. Belanja
a. Semula Rp. 1.937.536.354.159,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 389.697.061.083,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.2.327.233.415.242,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (49.323.147.690,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 52.823.147.690,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 52.823.147.690,00
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 3.500.000.000,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 49.323.147.690,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran la diubah, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran Ia Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran Il diubah yang meliputi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 4A diubah, sehingga Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :



Pasal 4A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan lainnya yang diatur
dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 12), dinyatakan masih berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 9 -4- 2oac
BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 9~4 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : '3

Salinan sesuai dengan aslinya

ALIMAT TARIGAN
PEMBIN
NIP. 19730803 200212 1 005



Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 19730803 200212 1 005

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

o
"HOMOR ” W JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6
3 PEMBIAYAAN DAERAH N
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 52.823.147.690,00 52.823.147.690,00 0,00
< SRS | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00 52.823.147.690,00 52.823.147.690,00 0,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 - 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO (3.500.000.000,00) 49.323.147.690,00 52.823.147.690,00 (1.509,23)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
Stabat,
BUPATI LANGKAT
ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Halaman 2




KODE " N JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN
REKENING SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
4.04. 9.04.05 . 00.00 . 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 52.823.147.690,00 52.823.147.690,00 0,00
4.04. 4.04.05. 00.00 . 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 0,00 52.823.147.690,00 52.823.147.690,00 0,00
Anggaran Sebelumnya 11 . S ' '
4.09. 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 0,00 52.823.147.690,00 52.823.147.690,00 0,00
Sebelumnya il -
4.04. 4,04.05 . 00.00 . 6.1.1.07.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 0,00 52.823.147.690,00 52.823.147.690,00 0,00
Sebelumnya
Sisa belanja Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
11s % 4.833.917.000,00 =
4.833.917.000,00
Sisa Belanja Tahun anggaran sebelumnya
11s x 47,989.230.690,00 =
47.989.230.690,00
4.04. 4.04.05 . 00.00 . 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
4.049.4,04.05. 00.00 . 6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
Daerah . - |
4.04. 4.04.05. 00.00 . 6.2.2.02 Badan Usaha Nilik Daerah (BUMD) 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada Bank 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut
1 Tahun x 3.500.000.000,00 =
3.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO (3.500.000.000,00) 49.323.147.690,00 52.823.147.690,00 | (1.509,23)
Stabat,
BUPATI LANGKAT
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN
KEPALA BA
ALIMA RIGAN
NIP. 19730803 200212 1 005
Halaman 97

PENJAB. ARAN PERUBAHAN APBD - 4.04.05 Badan Pengeloiaan Keuangan den Aset Doeralt




Salinan sesuai dengan aslinya

NOMOR iR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) EU——
URUT SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6 7
6 PEMBIAYAAN DAERAH
.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 52.823.147.690,00 52.823.147.690,00 0,00
% Sisa Lebih Perhitungan Arggaran Tahun Anggaran 0,00 52.823.147.690,00 52.823.147.650,00 0,00
Sebelumnya - R .
6.1.1.07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 0,00 52.823.147.690,00 52.823.147.690,00 0,00
Sebelumnya N '
6.1.1.07.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 0,00 52.823.147.690,00 52.823.147.690,00 0,00
Sebelumnya
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
6.2.2.02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
6.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada Bank 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO (3.500.000.000,00) 49.323.147.690,00 52.823.147.690,00 (1.509,23)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
Stabat,
BUPATI LANGKAT
ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Halaman 19

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATIN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN




